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ABSTRAK 
SAFIRA AYU LESTARI (B111 11 356), Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh 
Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putrusan No. 
156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare), di bawah bimbingan Muhadar selaku 
pembimbing I dan Hj. Nur Asiza selaku pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk 
mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan 
oleh anggota kepolisian dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan 
oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara dengan putusan No. 
156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, dengan lokasi 
penelitian Pengadilan Negeri Parepare. Adapun jenis penelitian yang 
digunakan adalah melakukan wawancara kepada pihak-pihak dari instansi 
terkait dengan masalah yang penulis bahas dan juga mengumpulkan 
data-data yang berkenaan dengan objek penulisan. Selain itu peneliti juga 
melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai buku-
buku,literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 
yang penulis bahas dalam skripsi ini. 
Hasil penellitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana 
dalam perkara tindak pidana pencabulan anak sebagaimana dalam 
putusan No. 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare, Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan tunggal kepada terdakwa Aris Chandra yang 
melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mana diketahui 
bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak merupakan penerapan dari asas lex specialis derogate 
legi generale selain itu terdakwa juga dikenakan pasal berlanjut yaitu 
Pasal 65 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa terdakwa melakukan 
perbuatan pencabulan sebanyak 3 (kali) dalam bulan dan tahun yang 
sama yaitu pada tanggal 11 Mei 2014, tanggal 18 Mei 2014 dan tanggal 
22 Mei 2014. 
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan No. 
156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare yang berdasarkan dakwaan penuntut 
umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat 
bukti surat yaitu visum et repertum dan keterangan terdakwa serta fakta-
fakta lengkap di depan persidangan yang diperkuat dengan keyakinan 
hakim itu sendiri. Selain itu, hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal 
yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh. 
Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi 
dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA 
KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan 
No.156/Pid.Sus/2014/Pn.Parepare). ” dapat diselesaikan. 
Penyelesaian skripsi ini adalah hal yang membanggakan bagi 
Penulis hingga saat ini karena menjadi pertanggungjawaban Penulis 
selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai 
salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk 
melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada 
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini 
bukanlah tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran karena belajar 
adalah sesuatu yang tidak terbatas. 
Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, masih 
ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan 
dan pengalaman penulis. Sehingga penulis akan menerima kritik dan 
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saran dengan menjadikan skripsi ini lebih baik lagi, penulis juga berharap 
dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman yang yang menggeluti 
bidang yang sama dengan penulis. 
Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk orang tua tercinta. 
Ayahanda Drs. Syafruddin dan Ibunda Hj. Nasira atas doa yang tidak 
pernah putus, pengertian, kasih sayang dan pengorbanan untuk penulis 
demi kesuksesan penulis. Kepada saudara penulis Muhammad Yusuf 
terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya sampai saat ini 
hingga nanti dan kepada keluarga penulis semoga tetap berada dalam 
lindungan-Nya. Amin. 
Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yakni terurai 
sebagai berikut:   
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Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar SH., M.H sebagai Wakil Dekan II, dan 
Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih 
banyak atas perhatian yang telah diberikan selama ini.  
2. Bapak  Prof. Muhadar, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing 1 
serta Ibu Dr. Hj. Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah 
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berlangsung dan setelah ujian selesai. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa 
untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan 
perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah 
Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang 
mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu 
nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh 
kembang, dan menghargai partisipasi anak (Rika Saraswati, 2009:1). 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) 
yang berbunyi bahwa : segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam 
rumusan pasal tersebut dapat di artikan bahwa seorang anakpun berhak 
mendapatkan penghidupan yang layak dan perlindungan hukum. 
Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak 
asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau 
mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, 
sehingga anak tersebut akhirnya mendapatkan haknya sebagai manusia 
seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah 
menjadi dewasa anak tersebut akan mengetahui dan memahami apa 
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yang menjadi kewajibannya terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara (Abdussalam, 2007:10). 
Kemajuan teknologi meningkatkan arus informasi antarnegara, 
antarbenua bahkan antarbangsa sehingga perubahan budaya di Barat 
dengan cepat dapat diketahui di Timur, perubahan budaya di Eropa dan 
Amerika dengan cepat dapat diketahui di Asia dan sebaliknya (Leden  
Marpaung, 2008:7). 
Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi dapat menimbulkan 
dampak positif maupun negatif. Dengan kemajuan teknologi, dapat 
memberikan kemudahan berkomunikasi antarnegara, antarbenua bahkan 
antarbangsa satu dengan yang lainnya, begitupula budaya dari luar dapat 
diserap dengan baik sehingga terasa pengaruhnya dikalangan 
masyarakat luas. Disisi lain kemajuan teknologi juga dapat memberikan 
dampak negatif terhadap kalangan masyarakat. Jika tidak dibina dan 
diawasi dengan baik, seorang anak yang masih di bawah umur seringkali 
menyalahgunakan teknologi dengan membuka berbagai situs yang dapat 
merusak moral hingga berpengaruh buruk dalam perkembangannya. 
Perlu disadari bahwa dengan kemajuan teknologi, kejahatanpun kian 
merajalela. Tidak memandang orang dewasa bahkan anak dibawah umur 
sekalipun dapat menjadi mangsa dan terjerumus dalam ganasnya 
perkembangan teknologi. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-
hati terhadap lingkungan sekitar, khususnya para orang tua harus 
berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya agar terhindar dari dampak 
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negatif perkembangan teknologi tersebut. Hal ini sejalan dengan  
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa: 
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi”.  
 
Maraknya kejahatan kesusilaan yang berbentuk pencabulan yang 
merisaukan menjadi perhatian besar bagi kalangan masyarakat. Berbagai 
masalah berkenaan dengan “Behavior in relation sexual matter” adalah 
bentuk pencabulan yang dilakukan oleh sesama orang dewasa hingga 
anak dibawah umur. Para pelaku kejahatan menganggap bahwa anak-
anak adalah salah satu objek sasaran yang mudah di dapat untuk 
menyalurkan hasrat birahinya. Anak-anak pun seringkali dianggap lemah 
dan tidak mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana serta 
tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. 
Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentu akan 
berdampak pada psikologis maupun dampak lain yang menghambat 
perkembangan anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan 
melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan 
sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan 
jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. 
Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi 
anak korban pencabulan tersebut. Mengenai persoalan kesusilaan 
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terhadap anak, menurut Maulana Hasan Wadong, (2003:14) bahwa 
“Kesusilaan terhadap anak yang sering berkaitan dengan lemahnya 
hukum perlindungan anak”. 
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam 
suatu masyarakat, Untuk itu para penegak hukum mempunyai peranan 
penting untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kesusilaan tersebut. 
Akan tetapi tidak semua penegak hukum mampu menjadi penegak hukum 
yang baik. Tidak dipungkiri bahwa di antara banyaknya penegak hukum, 
ada segelincir di antara mereka yang melanggar hukum itu sendiri. 
Mereka melakukan aksi asusila terhadap anak yang masih di bawah umur. 
Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji karja ilmiah (skripsi) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum 
Anggota Kepolisian” (Studi Kasus Putusan No. 
156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare) 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 
mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian 
dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang 
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dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dalam Putusan Nomor 
156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:    
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum anggota 
kepolisian dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan 
anak yang oleh oknum dilakukan oleh anggota kepolisian dalam 
Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan penelitian 
di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.  
2. Dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat agar senantiasa 
mendidik dan melindungi anak-anak mereka sehingga terhindar 
dari tindak pidana pencabulan yang dapat menimpa anak mereka. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang 
tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit. Tindak pidana 
merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 
dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak 
pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat. 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak 
pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah: 
a. Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; 
b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 
c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, yang 
terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing 
memiliki arti: 
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1) Staf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Jadi, istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa 
asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman (Amir Ilyas, 2012:18). 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi ,2010:71) berpendapat 
bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan 
sebagai perbuatan pidana adalah : 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 
Berdasarkan pendapat diatas maka pengertian dari tindak 
pidana adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan 
suatu perbuatan yang tidak sesuai atau perbuatan yang melawan 
hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut 
ditunjukan kepada perbuatannya sedangkan ancamannya atau sanksi 
pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang 
menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang 
yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan 
bahwa orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku 
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tindak pidana. Demikian pula antara larangan dan ancaman sangat 
erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang 
menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret. 
R.Tresna (Adami Chazawi, 2010:72) menarik definisi  mengenai 
peristiwa pidana, yang menyatakan bahwa: 
“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap 
perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”   
Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir 
yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan 
bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu: 
a) Harus ada suatu perbuatan manusia; 
b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam 
ketentuan hukum; 
c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu 
orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan; 
d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 
e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya 
dalam undang-undang. 
Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang 
dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, 
seperti pada syarat ketiga. Tampak jelas bahwa syarat tersebut dapat 
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dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan 
(peristiwa pidana) berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang 
melakukan perbuatan itu (Adami Chazawi, 2010:72-73). 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua unsur pandang, yakni : dari sudut teoretis dan dari sudut undang-
undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-
undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada. 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi 
Unsur-unsur dalam tindak pidana yang dapat dilihat dari 
beberapa batasan tindak pidana oleh teoritisi yakni : Moeljatno, 
R.Tresna, Vos, Jokers, dan Schravendijk. 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:79), unsur tindak pidana 
adalah: 
1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan 
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bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar 
dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian 
umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. 
Dari rumusan R.Tresna (Adami Chazawi, 2010:80) tindak 
pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c) Diadakan tindakan penghukuman.  
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan 
penghukuman mempunyai arti bahwa seolah-olah setiap perbuatan 
yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).  
Menurut Vos (Adami Chazawi, 2010:80) yang dapat ditarik 
unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peraturan perundang-undangan. 
Dapat dilihat pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu tindak pidana 
itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-
undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Di mana 
jelas terlihat unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat 
atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai pembuatnya. 
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Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2010:81) yang menganut 
paham monisme dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggung jawabkan. 
Sementar itu, Schravendijk (Adami Chazawi, 2010:81) 
merincikan unsur-unsur sebagi berikut: 
1) Kelakuan (orang yang); 
2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
3) Diancam dengan hukuman; 
4) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
5) Dipersalahkan/kesalahan. 
Adapun persamaan dalam rumusan diatas, yaitu; tidak 
memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan 
unsur yang mengenai diri orangnya. 
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan  
Buku III memuat pelanggaran. Ada unsur yang selalu disebutkan 
dalam setiap rumusan yaitu, mengenai tingkah laku/perbuatan 
walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). 
Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang 
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dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Seperti 
mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab yang tidak 
dicantumkan. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur 
lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan 
secara khusus untuk rumusan tertentu (Adami Chazawi, 2010:81) 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur melawan hukum; 
3) Unsur kesalahan; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9) Unsur obyek hukum tindak pidana; 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11) Unsur kualitas tambahan untuk memperingankan pidana; 
Dari 11 unsur diatas diantaranya ada dua unsur pokok, yakni 
kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, 
sedangkan selebihnya berupa unsur objektif, untuk melawan 
hukum adakalanya bersifat objektif dan adakalanya bersifat 
subjektif (Adami Chazawi, 2010:82). 
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Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada 
di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur 
mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan 
tertentu yang melekat (sekitar) pada pembuatan dan objek pidana. 
Sementar itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur 
yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya 
(Adami Chazawi, 2010:83). 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana terdapat beragam tindak pidana yang 
terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana tersebut dapat 
dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut: 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.  
Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan 
ancaman pidana penjara (Amir Ilyas, 2012:28). 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan inti bahwa ini larangan 
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yang dirumusakan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Sedangkan tindak pidana materil inti larang adalah menimbulkan 
akibat yang dilarang (Amir Ilyas, 2012:29).  
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa (Amir 
Ilyas, 2012:30). 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan 
tindak pidana pasif/negatif, disebut tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh 
orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar 
larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar 
tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana 
aktif (Amir Ilyas, 2012:30). 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif 
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif 
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murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau 
tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementar itu, tindak 
pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tindak 
berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul 
(Amir Ilyas, 2012:31). 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk mewujudkannya atau terjadinya dalam waktu seketika atau 
waktu singkat saja, disebut juga dengan aflipende delicten. 
Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, 
sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni 
setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung 
terus, yang disebut juga dengan voordurende dellivten. Tindak 
pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan 
suatu keadaan yang terlarang (Amir Ilyas, 2012:31). 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antar tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
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Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku 
II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP (Amir Ilyas, 
2012:31). 
g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) 
dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak 
pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, 
ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya 
dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya 
pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada 
kejahatan pelayaran), dan sebaginya (Amir Ilyas, 2012:32). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, 
tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara 
itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan 
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penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh 
yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya 
dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal 
tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan 
oleh orang yang berhak (Amir Ilyas, 2012:32). 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antar tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi: 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan  
3) Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
sementara itu dalam bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, 
tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan 
atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor 
pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap 
tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang 
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diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada 
bentuk pokoknya (Amir Ilyas, 2012:33). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
Sistematika pengelompokkan tindak pidana bab per bab 
dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi 
ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk 
melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, 
dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I 
KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran 
tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap 
penguasa umum (Bab VII KUHP), untuk melindungi kepentingan 
hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana 
seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV 
KUHP), dan seterusnya (Amir Ilyas, 2012:33). 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya 
tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu 
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kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana tunggal. 
Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, 
disyaratkan dilakukan secara berulang (Amir Ilyas, 2012:34). 
B. Tindak Pidana Pencabulan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Tanti Yuniar, 
2012:122) pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai 
“tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, 
keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu 
bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. 
Perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam 
wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun 
dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan 
alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu 
seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau 
vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan 
sebagainya (Adami Chazawi 2007:80). 
Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma 
kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma 
kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari 
perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan 
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persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut 
tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh 
atau dilukai. Saksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 
KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak 
pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Leden 
Marpaung, 2008:42) zina merupakan perbuatan bersanggama antara 
laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan 
(perkawinan) dan perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang 
terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, 
atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang 
bukan suaminya. Sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 
KUHP. 
Di dalam KUHP belum mendefinisikan dengan jelas mengenai 
pencabulan karena tindak pidana pencabulan digolongkan ke dalam 
tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampuradukkan 
pengertian percabulan dengan perkosaan ataupun persetubuhan. 
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan  
Dalam KUHP dan Undang-undang yang memuat pasal-pasal 
tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul terdapat dalam 
Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 
dan Pasal 296. Sedangkan dalam Undang-undang terdapat dalam 
Pasal 82 Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak. Isi pasal-pasal yang mengatur delik pencabulan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Menurut KUHP 
Pasal 289 KUHP  
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang 
menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun. 
Pasal 290 KUHP 
(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau 
tidak berdaya. 
(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa  
(3) umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata 
berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di 
kawin. 
(4) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, diketahuinya 
atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 
tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu 
belum masanya buat di kawin, akan, melakukan atau 
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membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan 
bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin. 
Pasal 292 KUHP 
Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 
belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya 
atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun. 
 
Pasal 293 KUHP 
Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan 
memberi uang atau barang dengan salah mempergunakan 
pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh 
perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja 
membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat 
kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya 
belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau 
dibiarkan melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. 
Pasal 294 KUHP 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang 
belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak 
peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang 
di percayakan padanya untuk ditanggung, di didik atau di jaga, 
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atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum 
dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(2) Dengan hukuman yang serupa dihukum : 
1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang 
dipercayakannya atau diserahkan padanya untuk dijaga. 
2e. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mador (opzicher) atau 
bunjangan dalam penjara, rumah pendidikan, rumah piatu, 
rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang 
melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan 
disitu. 
Pasal 295 KUHP 
(1) Diancam  
1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, 
barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau 
memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh 
anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum 
dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang 
yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya 
dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya 
dibawah umur atau orang yang dibawahnya orang lain. 
2e. Dengan hukuman selama-lamanya empat tahun, barang 
siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal tersebut pada 
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1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum 
dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa 
ia ada belum dewasa. 
(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan 
sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu 
dapat ditambah dengan sepertiganya. 
Pasal 296 KUHP 
Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun 
empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- 
b. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak berbunyi : 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 
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ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah). 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketentuan Pasal 82 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima 
miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 76E 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa tipu muslihat, melakukan serangkaian 
kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan  
Penulis akan menjabarkan unsur-unsur Pasal 289, Pasal 290, 
Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 tentang 
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tindak pidana pencabulan dalam KUHP dan Pasal 82  Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun 
unsur-unsur pasal tersebut yaitu: 
a. Menurut KUHP 
Pasal 289 KUHP  
Rumusan Pasal 289 terdapat unsur-unsur berikut: 
1) Perbuatannya: perbuatan cabul dengan cara kekerasan dan 
ancaman kekerasan. 
2) Objeknya: seseorang untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan. 
Kejahatan Pasal 289 memiliki persamaan dengan kejahatan 
perkosaan bersetubuh dalam Pasal 285 persamaan pasal tersebut 
terletak pada unsur perbuatan materil, yaitu memaksa (dwingen) 
dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Adapun maksud dari 
melakukan kekerasan menurut R. Soesilo “mempergunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang sah”. Perbuatan 
memaksa ditujukan pada perbuatan cabul baik yang dilakukan 
sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban 
yang melakukan perbuatan cabul pada si pembual. Perbedaan lain 
ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah 
seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul 
korbannya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan (Adami 
Chazawi, 2007:79). 
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Pasal 290 KUHP 
Dalam Pasal 290 ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada 
butir 1, 2, dan 3. 
A. Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur: 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya : perbuatan cabul; 
b. Objeknya : dengan seseorang; 
c. Dalam keadaan : pingsan atau tidak berdaya. 
Unsur subjektif: 
Diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tak 
berdaya. 
Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh 
atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat 
merangsang nafsu seksual. Adapun objek kejahatan perbuatan 
ini adalah orang yang pingsan atau tak berdaya. Pingsan adalah 
suatu keadaan seseorang tidak sadarkan diri, yang 
ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. 
Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, 
yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa 
mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul. 
Si pembuat diisyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh 
hanya menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul 
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terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan, dan unsur 
ini wajib di buktikan (Adami Chazawi, 2007:81). 
B. Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur: 
Unsur objektif: 
a) Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b) Objeknya: dengan seorang; 
c) Yang: Umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau jika tidak 
jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk kawin. 
Unsur subjektif: 
Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya 
belum 15 (lima belas) tahun.  
C. Kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur: 
Unsur objektif: 
a) Perbuatannya: membujuk; 
b) Objeknya: orang yang umurnya 15 (lima belas) tahun atau jika 
umurnya tidak jelas belum waktunya untuk kawin; 
c) Untuk: melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul 
atau bersetubuh di luar kawin. 
Unsur subjektif: 
Yang diketahuinya umur lima belas tahun, atau jika tidak jelas 
umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.  
Pasal 292 KUHP 
Rumusan Pasal 292 terdapat unsur-unsur berikut. 
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Unsur objektif: 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Si pembuatnya: oleh orang dewasa; 
c. Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum 
dewasa. 
Unsur subjektif: 
Yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya patut 
diduganya belum dewasa. 
Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang 
yang dikenal sebagai “homoseks” dan “lesbian”. Dalam kamus 
besar Bahasa Indonesia, dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian”. 
Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang 
sama (homoseksual), sedangkan “lesbian” adalah wanita yang 
cinta birahi kepada sesama jenisnya (wanita homoseks)” (Theo 
Lamintang, 2009:153). 
Pasal 293 KUHP 
Rumusan Pasal 293 terdapat unsur-unsur berikut. 
Unsur objektif: 
a. Perbuatannya: menggerakkan; 
b. Cara-caranya: memberi uang atau barang, menjanjikan memberi 
uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari 
hubungan keadaan atau penyesatan; 
c. Objeknya: orang yang belum dewasa; yang baik tingkah lakunya; 
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d. Untuk: melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan 
cabul dengannya. 
Unsur subjektif: 
Diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum 
kedewasaannya. 
Pasal 294 KUHP 
A. Kejahatan ayat (1) dan Ayat (2) mempunyai unsur- unsur berikut: 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Objeknya: Anak yang belum dewasa; Anak tirinya yang belum 
dewasa; Anak angkatnya yang belum dewasa; Anak dibawah 
pengawasannya belum dewasa; yang pemeliharaannya, 
pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya; 
Pembantunya yang belum dewasa; Bawahannya yang belum 
dewasa; 
Perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah 
tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat 
hubungan antar si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. 
Hubungan ini ada dua macam, yakni: 
1) Hubungan keluarga di mana si pembuat memiliki 
kewenangan hukum untuk melindungi, menghidupi, 
memelihara, mendidik dan hubungan ini dipandang 
mempermudah pelaksanaan kejahatan. 
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2) Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh 
kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, 
ialah pada hubungan antara si pembuat dengan: anak 
belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, 
pemeliharaannya, diserahkan kepadanya; dengan 
pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa. 
Tidak disebutkan dalam rumusan tentang jenis kelamin 
si pembuat maupun orang yang dilakukan perbuatan cabul 
dengannya atau objek kejahatan dalam pasal ini. Oleh karena 
itu, perbuatan cabul menurut Pasal 294 ini boleh terjadi antara 
si pembuat (laki-laki atau perempuan) dengan korban (lelaki 
atau perempuan), atau sama jenis. 
B. Kejahatan butir 2 Ayat (2), terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut: 
Seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang 
pegawai; seorang pengawas; seorang pesuruh; 
(1) Dalam penjara; tempat pekerjaan agama; di rumah sakit; 
di rumah sakit jiwa; di lembaga sosial; 
(2) Perbuatannya: perbuatan cabul 
(3) Objeknya: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya. 
Pasal 295 KUHP 
Dalam Pasal 295 ada dua rumusan kejahatan kesusilaan 
pencabulan, yaitu dirumuskan pada ayat (1) butir 1 dan butir 2. 
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A. Rumusan pada butir 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 
Unsur-unsur objektif: 
a) Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul; memudahkan 
perbuatan cabul; 
b) Objek:  Oleh anaknya yang belum dewasa; Oleh anak tirinya 
yang belum dewasa; Oleh anak angkatnya yang belum 
dewasa; Oleh anak dibawah pengawasannya yang belum 
dewasa; Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya 
atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum 
dewasa; Oleh pembantunya yang belum dewasa; Oleh 
bawahannya yang belum dewasa; 
c) Dengan orang lain; 
Unsur subjektif: 
Subjek hukum kejahatan ini tidak melakukan perbuatan cabul, 
orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain 
yang in casu anaknya yang belum dewasa, dan lain-lain. Si 
pembuat melakukan dua perbuatan yang dilarang, yaitu (1) 
menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, dan (2) 
memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.  
B. Rumusan pada butir 2 , terdapat unsur-unsur berikut. 
Unsur objektif: 
 
 
33 
 
Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul; memudahkan 
perbuatan cabul; selain yang tersebut dalam butir 1 
diatas; oleh orang yang belum dewasa; 
Unsur subjektif: dengan sengaja; yang diketahuinya belum 
dewasa; yang sepatutnya harus diduga belum dewasa. 
Kejahatan kesusilaan dalam butir 2 ayat (1) unsur 
perbuatan materiilnya sama dengan unsur perbuatan materiil 
dalam butir 1. Perbedaan yang mencolok, ialah orang-orang 
yang dipermudah berbuat cabul adalah orang lain dari tujuh 
kualitas orang tersebut dalam butir 1. Perbedaan lainnya dapat 
dilihat sebagai berikut. 
1) Unsur kesalahan pada butir 2 ini ada tiga macam, yakni (1) 
dengan sengaja, (2) yang diketahuinya belum dewasa, dan (3) 
yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Sedangkan 
pada butir 1 hanya sengaja saja. 
2) Si pembuat pada butir 1 tidak perlu mengetahui atau 
sepatutnya harus menduga akan kebelumdewasaan anaknya, 
anak angkatnya dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul 
yang dipermudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir 2 
pengetahuan atau sepatutnya harus menduganya tentang 
kebelumdewasaannya itu menjadi keharusan. 
Pasal 296 KUHP  
Rumusan Pasal 296 terdapat unsur-unsur berikut. 
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Unsur objektif: 
a) Perbuatannya: menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul; 
atau mempermudah dilakukannya perbuatan cabul; 
b) Objek: oleh orang lain dengan orang lain; 
c) Yang dijadikannya: sebagai pencaharian; atau sebagai 
kebiasaan. 
d) Unsur subjektif: dengan sengaja. 
b. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yang terdapat 
dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak  
Unsur objektif: 
1) Perbuatan: kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa; 
melakukan tipu muslihat; serangkaian kebohongan; atau 
membujuk; 
2) Objek: seorang anak untuk melakukan; atau membiarkan 
melakukan; 
3) Perbuatan: perbuatan cabul. 
Unsur subjektif: dengan sengaja. 
Pada Pasal 82 ini memiliki kesamaan unsur-unsur perbuatan 
cabul dalam Pasal 289 KUHP yang telah diuraikan pada halaman 
sebelumnya, hanya saja terdapat beberapa perbuatan yang tidak 
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dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP diantaranya: tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, dan membujuk. 
Adapun arti dari kata tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
dan membujuk yang dikemukan oleh R. Soesilo yaitu “suatu tipu 
yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikir normal 
dapat tertipu”. Sedangkan mengenai serangkaian kebohongan 
berarti dari kata bohong yang diartikan sebagai “banyak kata-kata 
bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya 
merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”. Kata 
membujuk diartikan sebagai “melakukan pengaruh dengan 
kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat 
sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, 
ia tidak akan berbuat demikian itu” (R.Soesilo, 1995:261). 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mengenai tipu 
muslihat dan berbohong bahwa keduanya memiliki arti yang sama 
dimana mengisyaratkan adanya sesuatu yang tidak benar. 
Sedangkan membujuk adalah perbuatan yang mempengaruhi 
kehendak orang lain agar sama dengan kehendaknya yang sifatnya 
mengiming-imingi seseorang. 
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
1. Pengertian Anak 
Dalam membahas persoalan anak diperlukan pengertian yang 
spesifik untuk menjelaskan pengertian anak dan batas umur 
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seseorang dikatakan sebagai anak. Berbagai pengertian anak yang 
dikemukakan dalam perundang-undangan sehingga menimbulkan 
kebingungan dalam menentukan pengertian anak dan batasan anak. 
Meskipun banyak rumusan perundang-undangan yang mengatur 
pengertian anak namun pada prinsipnya perbedaan tersebut 
mempunyai implikasi yang sama yaitu dengan memberikan 
perlindungan pada anak. 
Adapun uraian pengertian anak menurut perundang-undangan, 
yaitu: 
a. Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian 
anak akan tetapi dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat 
batasan usia maksimal anak adalah 16 tahun untuk pasal ini 
sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-undang Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: 
 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
menikah”.  
c. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seesorang 
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yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan”. 
d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa “Anak 
adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin”. 
e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa: 
“Setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya”. 
2. Hukum Perlindungan Anak 
Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh 
lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang 
menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian 
hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan 
sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. 
Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan 
sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang 
bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata 
kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh 
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ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan 
anak, yang disebut hukum perlindungan anak. 
Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin 
hak-hak dan kewajiban, dimana Bisma Siregar (Maidin Gulton 
2010:43) mengatakan bahwa: 
“Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-
hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat 
secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban”. 
 
Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan 
penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. 
Untuk mengefektifkan undang-undang perlindungan anak ini, 
pembentukan undang-undang bukan hanya megamanatkan untuk 
dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tetapi, untuk 
melengkapinya dengan ketentuan pidana yang secara khusus 
mengatur tentang Pelindungan Anak (Waluyadi, 2009:22). 
Arif Gosita (Maidin Gulton 2010:44) memberikan beberapa 
rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut: 
a. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia 
yang merupakan suatu kenyataan sosial. 
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b. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara 
pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara 
fenomena yang ada dan saling memengaruhi. 
c. Hukum pidana anak merupakan suatu tindakan individu yang 
dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat 
tertentu, seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-
lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan 
sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran, dan 
sebagainya). 
d. Hukum perlindungan anak menimbulkan permasalahan hukum 
(yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus 
diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. 
e. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena 
hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai 
dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. 
f. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, 
karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan 
keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. 
D. Pidana Dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan suatu 
istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah 
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umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin 
dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan 
dengan hukum pidana (Amir Ilyas, 2010:12). 
Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenal kepada 
pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan 
akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan pidana dan tindakan 
karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. 
Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu 
memperbaiki pembuat (Amir Ilyas, 2010:12). 
Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit berupa 
penghukuman dalam perkara pidana, yang mana kerap kali sinonim 
dengan “pemidanaan” atau “penjatuhan pidana” yang mempunyai arti 
yang sama dengan “sentence” atau “voroordeling”. Istilah pidana 
merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu 
ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifat yang 
khas (Nanda Sambas, 2010:12). 
Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan 
Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpa negara pada pembuat delik itu. 
Pendapat yang sama pula diungkapkan oleh Ted Honderich, yang 
menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang 
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dijatuhkan oleh penguasaann (berupa kerugian atau penderitaan) 
kepada pelaku tindak pidana (Bambang Waluyo, 2008:9). 
Pidana juga sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus 
berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas 
terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan apabila 
tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan 
sebagaimana sistem hukum yang menganut asas praduga tak 
bersalah (presumption of ennounce). Adapun mengenai bentuk pidana 
yang dijatuhkan utamanya mangacu pada KUHP, namun untuk hukum 
pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau 
jenis pidana tambahan diluar yang termaktub dalam KUHP (Bambang 
Waluyo, 2008:10). 
Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, 2010:12) 
menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri 
sebagai berikut: 
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang); 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
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Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah 
tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (Amir Ilyas, 2010:13): 
“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu 
peristiwa itu tidak hanya menyagkut hukum pidana saja, akan 
tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini 
berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus 
disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, 
yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian 
atau penjatuhan pidana oleh hakim”. 
Menurut M. Sholehuddin (Amir Ilyas, 2010:13) mengatakan: 
“Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana 
dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari 
kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup 
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, 
korban, dan pelaku”. 
M. Sholehuddin (Amir Ilyas, 2010:13) mengemukakan sifat-sifat 
dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, 
yaitu: 
1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut 
menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. 
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2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat 
orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 
menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan 
konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. 
3) Keadilan, dalam artian abhwa pemidanaan tersebut dirasakan 
adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun 
masyarakat). 
Sementara itu menurut Mulyadi (Amir Ilyas, 2010:14) tujuan 
pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu: 
a) Perlindungan masyarakat; 
b) Memelihara solidaritas masyarakat; 
c) Pencegahan (umum dan khusus); 
d) Pengimbalan/pengimbangan. 
Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara 
yang biasa diterapkan mulai dari jaman Wetboek van Strafrecht 
(W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP 
(Amir Ilyas, 2010:14), yaitu: 
A. Bahwa orang yang dipenjara harus menjalani pidananya dalam 
tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan 
terpisah dari kebiasaan hidup sebagimana layaknya mereka 
yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan 
dibelakang tembok penjara. 
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B. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina 
untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
2. Jenis-Jenis Pidana 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam  
Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 
dua kelompok dengan pidana tambahan. 
a. Pidana Pokok terdiri dari: 
1) Pidana Mati 
Pidana mati adalah pidana yang terberat. Dikatakan terberat 
karena pelaksanaannya berupa penyelenggaraan terhadap hak 
hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di 
tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang 
menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari 
kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. 
Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah 
apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi 
untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidannya maupun perbaikan 
atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana 
itu terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan 
pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas 
kesalahan terpidana.  
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Pembentukan undang-undang menetapkan adanya pidana 
alternatif bagi setiap pidana mati yang diancamkan dalam rumusan 
kejahatan dengan pertimbangan bahwa bagi setiap tindak pidana 
yang diancam dengan pidana mati tersebut, dapat saja terjadi 
dalam keadaan-keadaan tertentu dan atau didorong oleh faktor-
faktor tertentu yang bersifat meringankan. Oleh karena itu, jika 
menurut rasa keadilan hakim tidak patut untuk dipidana mati, ia 
dapat menjatuhkan pidana lain sebagai alternatifnya. 
Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan 
dalam Pasal 11 KUHP (dijalankan oleh algojo di tempat tiang 
gantungan/digantung) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara 
ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya 
telah ditetapkan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 2 
(PNPS) tahun 1964 (Adami Chazawi, 2010:29). 
2) Pidana Penjara 
Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012:110), menyatakan 
bahwa:  
 “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana 
berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut 
dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan 
orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di 
dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu 
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tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar 
peraturan tersebut”. 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang 
juga ikut terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam 
kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik 
dan lain-lain. 
3) Pidana Kurungan 
Hal-hal yang diancam dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. 
Menurut Niniek Suparni (2007:23), bahwa pidana kurungan adalah 
sebagai berikut: 
“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan 
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya 
sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan 
kemerdekaan seseorang”. 
4) Pidana Denda 
Pidana denda adalah kewajiban seorang yang telah dijatuhi 
pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar 
sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu 
perbuatan yang dapat dipidana (Amir Ilyas, 2012:113).  
5) Pidana Tutupan 
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Berlainan dengan pidana penjara, menurut Bambang Waluyo 
(2008:18) pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila 
(Rancangan KUHP): 
a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya 
dapat dijatuhi pidana tutupan; 
b) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong 
oleh maksud yang patut dihormati.  
Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara 
melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa 
sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara 
b. Pidana Tambahan terdiri dari: 
1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu; 
Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut 
dalam suatu putusan pengadilan adalah: 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu; 
b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; 
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e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  
 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim 
dapat dijalankan. Dimana hakim tidak dapat berwenang memecat 
seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus di 
tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu (Amir Ilyas, 2012:116). 
2)     Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu 
terdapat dalam Pasal 39 KUHP (Amir Ilyas, 2012:117), yaitu: 
a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas; 
b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran ,dapat juga 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang 
telah ditentukan dalam undang-undang. 
c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang-barang yang telah disita.  
3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
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Dalam pidana pengumuman putusan hakim di mana hakim 
bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. 
Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang 
ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio yang 
pembiayaannya dibebankan kepada terpidana. 
Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai 
unsur preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak 
melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang 
lain adalah memberitahu kepada masyarakat umum agar berhati-hati 
dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat 
disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan 
(tindak pidana). 
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berbagai macam putusan, 
dapat dibagi dalam dua kategori, menurut Muhammad Rusli (2006:124) 
dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai 
putusannya, kategori itu adalah : 
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain: 
a) Dakwaan jaksa penuntut umum 
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Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena 
berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. 
Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun 
subsidair. 
b) Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa menurut KUHP dalam Pasal 184 butir c, 
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa 
yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia 
lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam 
Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam 
bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun 
keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan 
yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus 
juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut 
umum ataupun dari penasihat hukum. 
c) Keterangan saksi 
Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam 
menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi 
sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang 
pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti 
sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, bukan merupakan 
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kesaksian de auditu testimonium dan harus disampaikan di dalam 
sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. 
d) Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan, yang meliputi: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 
tindak pidana; 
2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana; 
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan 
tindak pidana; 
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. 
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu 
selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, 
penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan 
memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan 
terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan 
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dalam pasal  peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan 
terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, 
berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah 
melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana 
tersebut. 
Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang 
termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat 
dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di 
sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan 
yang bersifat yuridis. Dan pasal-pasal tersebut dijadikan dasar 
pemidanaan oleh hakim (Pasal 197 KUHP). 
2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis 
Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang bersifat non 
yuridis, yaitu: 
a) Latar belakang terdakwa 
Pengertian latar belakang terdakwa perbuatan terdakwa 
adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan 
serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam 
melakukan perbuatan kriminal meliputi: 
1) Keadaan ekonomi terdakwa; 
2) Ketidak harmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam 
lingkungan keluarganya, maupun dengan orang lain. 
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b) Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti 
membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat 
dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut 
dapat pula berpengaruh buruk pada masyarakat luas, paling tidak 
keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. 
c) Kondisi dari terdakwa 
Pengertian dari kondisi terdakwa dalam pembahasan ini 
adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan 
kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik 
dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara 
keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat 
berupa; mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, 
keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan 
status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat. 
d) Keadaan ekonomi 
Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada suatu aturan 
yang mengatur dengan tegas mengenai keadaan sosial ekonomi 
terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan 
putusan yang berupa pemidanaan. Namun di dalam konsep KUHP 
yang baru, bahwa pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak 
pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat 
hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan si 
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pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana 
terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat 
terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat dijadikan dasar 
pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa 
pemidanaan. 
e) Agama terdakwa 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup 
bila sekedar meletakkan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepala putusan, malainkan 
harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan 
para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan 
para pembuat kejahatan. 
Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum maupun 
hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan dalam 
penjatuhan pidana ada dua pokok hal yang dapat meringankan dan 
memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antar lain; terdakwa 
masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya, belum 
pernah dihukum, menyesali perbuatannya, keluarga dan lingkungan 
terdakwa rusak, menanggung tanggungan anak, usia lanjut dan 
fisik lemah serta masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang 
memberatkan misalnya; memberi keterangan yang berebelit-belit, 
tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, 
perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, perbuatan pidana 
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dilakukan dengan sengaja, hasil kejahatan telah dinikmati, 
perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.  
F. Bentuk-Bentuk Putusan dalam Perkara Pidana 
Terdapat bentuk-bentuk putusan dalam perkara pidana yang 
dijatuhkan oleh hakim menurut Lilik Mulyadi (2007:217) , yaitu: 
1. Putusan Bebas (Vrijspraak) 
Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 
Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, 
sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “Acquittal”. 
Pada asasnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagimana didakwakan Jaksa/Penuntut 
Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan 
dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa 
“tidak dijatuhi pidana”. 
Apabila kita bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP, putusan bebas/Vrijspraak dapat dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim oleh karena: 
a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. 
b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut 
hukum. 
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Sedangkan menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 
191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan 
meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim 
atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti ketentuan 
hukum acara pidana. 
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van 
alle rechtsvervolging)  
Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara 
eksplisit tentang “Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” 
atau “Onslag van alle rechtsvervolging”. Pada ketentuan pasal 
tersebut maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
dirumuskan dengan redaksional bahwa: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan” 
Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) 
KUHP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan 
pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut 
Umum memang terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum, 
tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang 
dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”. 
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3. Putusan Pemidanaan (Veroordeling) 
Putusan pemidanaan atau “Veroordeling” pada dasarnya 
diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional 
bahwa: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana”.  
Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah 
yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di 
persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana 
dalam surat dakwaan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini terlebih dahulu penulis telah 
melakukan penelitian lebih awal. Maka dengan itu penulis 
mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang 
menunjang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya penulis melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Parepare. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis 
sumber data yang telah dikelompokkan yaitu : 
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara atau interview oleh hakim yang telah memutuskan 
perkara terkait judul yang diangkat. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, buku, 
karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan 
Pengadilan Negeri Parepare yang berkaitan erat dengan objek 
pembahasan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi, digunakan dua metode untuk 
mengumpulkan data dan informasi  yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan 
pustaka yang relevan dengan judul penelitian berupa literatur 
yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian penulis.  
2. Penelitian Lapangan  
Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi 
langsung berupa wawancara dengan pihak-pihak yang mampu 
memberikan data-data maupun informasi berkaitan dengan 
penelitian penulis. 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui proses penelitian baik data primer 
maupun data sekunder dikumpulkan kemudian dianalisis secara 
kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan terkait 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 
Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Putusan 
Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare 
 
1. Posisi Kasus 
Putusan pidana Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare 
sebuah kasus mengenai tindak pidana pencabulan anak yang 
dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Dalam kejahatan 
kesusilaan yang berupa pencabulan ini terjadi 3 (tiga) kali 
dalam bulan yang sama. Pertama, pada hari Minggu tanggal 11 
Mei 2014, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Hotel Nirwana 
(kamar 110) Jalan Bau Massepe, Kelurahan Cappa Galung, 
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Kedua, pada hari 
Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, 
bertempat di Hotel Nirwana (kamar 211) Jalan Bau Massepe, 
Kelurahan Cappa galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota 
Parepare. Ketiga, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, 
bertempat di taman Mattirotasi Kota Parepare, terdakwa Aris 
Chandra dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk membiarkan 
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dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan 
terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : 
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar 
pukul 03.00 Wita, pada saat Basri dan teman-temannya, 
antar lain Muhammad Ikbal, Yusril, Syarifuddin, Hardian, 
Ade dan Bagas duduk-duduk menonton balapan liar di 
Jalan Veteran, terdakwa datang dan berkenalan dengan 
Basri dan teman-temannya; 
- Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Basri, 
daripada kamu dijalanan lebih baik ke hotel istirahat, 
sehingga Basri mengajak teman-temannya, antar lain 
Muhammad Ikbal, Yusril, Syarifuddin, Hardian Kadir, Ade 
dan Bagas ke hotel, dengan adanya ajakan tersebut teman-
teman Basri setuju, sehingga Basri bersama dengan 
teman-temannya pergi ke Hotel Nirwana di Jalan Bau 
Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki 
Barat, Kota Parepare; 
- Sesampainya di Hotel Nirwana, Basri dan teman-temannya 
tersebut masuk ke dalam kamar 110. Selanjutnya saat di 
dalam kamar, terdakwa menyampaikan kepada Muhammad 
Ikbal dan Yusril bahwa terdakwa akan memberikan uang 
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila 
Muhammad Ikbal dan Yusril bersedia dicabuli oleh 
terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa membuka 
resleting dan kancing celana Yusril, kemudian terdakwa 
dengan menggunakan tangannya, mengocok-ngocok alat 
kelamin (penis) Yusril, disamping itu terdakwa juga 
menghisap-hisap alat kelamin (penis) Yusril, sehingga alat 
kelamin (penis) Yusril tegang dan mengeluarkan sperma. 
Setelah Yusril, selanjutnya terdakwa membuka celana 
Muhammad Ikbal dengan cara menarik ke bawah, sehingga 
alat kelamin (penis) Muhammad Ikbal keluar dan terdakwa 
menghisap-hisap dan mengocok-ngocok alat kelamin 
(penis) Muhammad Ikbal sehingga alat kelamin (penis) 
Muhammad Ikbal mengeluarkan sperma; 
- Bahwa setelah selesai, terdakwa ternyata pada saat itu 
tidak memberikan uang kepada Muhammad Ikbal dan 
Yusril sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa; 
- Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2014 sekitar 
pukul 02.00 Wita, terdakwa menghubungi Basri dan 
menanyakan sedang berada dimana, sehingga Basri 
menyampaikan sedang berada di Taman Mattirotasi 
bersama dengan teman-temannya, antara lain Muhammad 
Ikbal, Ade, Yusril, Hardian Kadir, Aad Surnarya, Didit 
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Pramana Sulhiddin, Firman, Mimin, Irfan dan Rafli serta 3 
(tiga) orang perempuan, antara lain Putri, Ayu dan Devi ; 
- Kemudian terdakwa mendatangi Basri dan mengajak Basri 
bersama dengan teman-temannya tersebut ke Hotel 
Nirwana, dimana pada saat itu terdakwa pergi menuju hotel 
terlebih dahulu untuk memesan kamar, selanjutnya Basri 
bersama teman-temannya, munuju ke Hotel Nirwana dan 
sudah dua kamar yang dipesan oleh terdakwa, yaitu kamar 
211 dan kamar 203; 
- Selanjutnya pada saat didalam kamar 211, terdakwa 
menjanjikan akan memberikan uang masing-masing 
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada 
Kurniawan Saputra dan teman-temannya, antara lain Yusril, 
Aad Surnarya, Muhammad Rafly Suratman serta Didit, 
apabila bersedia dicabuli oleh terdakwa, sehingga 
Kurniawan dan teman-temannya bersedia. Kemudian 
terdakwa membuka celana Kurniawan Saputra, selanjutnya 
terdakwa memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin 
(penis) Kurniawan sehingga alat kelaminnya tegang, akan 
tetapi ketika terdakwa akan menghisap alat kelamin (penis) 
Kurniawan yang bersangkutan menolak, dimana pada saat 
yang bersamaan terdakwa juga membuka celananya dan 
mengeluarkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah 
dalam keadaan tegang dan terdakwa mengatakan kepada 
Yusril “kocokkan dulu alat kelaminku (penis)” selanjutnya 
Yusril mengocok alat kelamin (penis) terdakwa sampai 
kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan 
sperma. Disamping itu terdakwa kemudian membuka 
celana Yusril dan memasukkan alat kelamin (penis) Yusril 
kedalam mulut terdakwa dan terdakwa menghisap-hisap 
alat kelamin (penis) Yusril, sehingga alat kelamin Yusril 
mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa membuka 
celana Muh. Rafly Suratman dan mengocok alat kelamin 
(penis) Muh. Rafly Suratman dengan menggunakan tangan 
terdakwa sehingga alat kelamin (penis) Muh. Rafly 
Suratman mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa 
berbaring di atas tempat tidur dan Didit naik di atas tubuh 
terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Didit dan 
meminta kepada yang bersangkutan untuk naik sampai di 
kepala terdakwa, sehingga terdakwa menghisap-hisap alat 
kelamin (penis) Didit sehingga alat kelaminnya 
mengeluarkan sperma; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Aad untuk 
membuka celananya, setelah celana Aad dibuka, terdakwa 
kemudian mengocok-ngocok alat kelamin (penis) Aad dan 
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memasukkan kedalam mulut terdakwa sehingga alat 
kelamin Aad mengeluarkan sperma; 
- Bahwa setelah selesai, terdakwa ternyata pada saat itu 
tidak memberikan uang kepada Kurniawan dan teman-
temannya, masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh 
ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan, akan tetapi 
keesokan harinya, yaitu pada senin tanggal 19 Mei 2014 
sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa baru meyerahkan uang 
kepada Basri sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh 
ribu rupiah) untuk diberikan kepada teman-teman Basri 
yang telah dicabuli oleh terdakwa, akan tetapi teman-teman 
Basri tidak ada yang mau menerima uang tersebut; 
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar 
pukul 02.00 Wita, pada saat Hardian sedang duduk-duduk 
bersama dengan teman-temannya, antara lain Basri, 
Bagas, Syarifuddin, Ade dan Firmansyah di taman 
Mattirotasi Kota Parepare, terdakwa datang dan mengajak 
Hardian pergi ke batu-batu pinggir pantai, akan tetapi 
Hardian menolaknya. Selanjutnya terdakwa memegang alat 
kelamin Hardian dan Hardian menyampaikan kepada 
terdakwa “tidak mauka saya begitu”; 
- Akan tetapi terdakwa langsung menarik ikat pingang dan 
membuka celana Hardian dengan cara menurunkan 
celananya sampai paha dan terdakwa juga membuka 
celananya sendiri, kemudian memegang dan mengocok 
alat kelamin (panis) Hardian dengan menggunakan tangan 
terdakwa, kemudian terdakwa menghisap alat kelamin 
Hardian sambil terdakwa mengocok alat kelaminnya 
dengan menggunakan tangannya sendiri, sampai akhirnya 
alat kelamin Hardian mengeluarkan sperma. Setelah itu 
terdakwa kemudian memberikan uang kepada Hardian 
sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; 
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan 
sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pada Laporan 
Hasil Pemerikasaan Psikologi Nomor : 
R/47/VI/2014/Bagpsi, tertanggal 20 Juni 2014, dikeluarkan 
oleh Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemeriksaan Andi Sirajuddin, S.Psi, 
MA dan diketahui oleh Kasubag Psipol Fahruddin, dengan 
kesimpulan hasil pemeriksaan indikasi hambatan 
perkembangan seksual yang dapat mengarahkan subyek 
memiliki kecenderungan melakukan perbuatan 
menyimpang. 
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Hardian, sesuai dengan hasil Visum et Repertum 
Nomor : VER/001-L/V/2014/Rumkit, tanggal 25 Mei 
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Mauluddin M.Sp.F Dokter Spesialis Forensik pada 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, kesimpulan : 
tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik, 
tidak ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul 
pada lubang anus, korban tampak mengalami 
gangguan psikis, akibat adanya trauma terhadap 
peristiwa yang dialaminya (mengaku telah mengalami 
pencabulan). 
2. Kurniawan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum 
Nomor : VER/002-L/V/2014/Rumkit, tanggal 25 Mei 
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Mauluddin M.Sp.F Dokter Spesialis Forensik pada 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, kesimpulan : 
tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik, 
tidak ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul 
pada lubang anus, korban tampak mengalami 
gangguan psikis, akibat adanya trauma terhadap 
peristiwa yang dialaminya (mengaku telah mengalami 
pencabulan). 
3. Didit, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 
VER/003-L/V/2014/Rumkit, tanggal 25 Mei 2014 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin M.Sp.F 
Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit 
Bhayangkara Makassar, kesimpulan : tidak ditemukan 
adanya tanda-tanda kekerasan fisik, tidak ditemukan 
tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada lubang anus, 
korban tampak mengalami gangguan psikis, akibat 
adanya trauma terhadap peristiwa yang dialaminya 
(mengaku telah mengalami pencabulan). 
4. Muh. Rafli, sesuai dengan hasil Visum et Repertum 
Nomor : VER/004-L/V/2014/Rumkit, tanggal 25 Mei 
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Mauluddin M.Sp.F Dokter Spesialis Forensik pada 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, kesimpulan : 
tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik, 
tidak ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul 
pada lubang anus, korban tampak mengalami 
gangguan psikis, akibat adanya trauma terhadap 
peristiwa yang dialaminya (mengaku telah mengalami 
pencabulan). 
5. Aad, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 
VER/005-L/V/2014/Rumkit, tanggal 25 Mei 2014 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin M.Sp.F 
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Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit 
Bhayangkara Makassar, kesimpulan : tidak ditemukan 
adanya tanda-tanda kekerasan fisik, tidak ditemukan 
tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada lubang anus, 
korban tampak mengalami gangguan psikis, akibat 
adanya trauma terhadap peristiwa yang dialaminya 
(mengaku telah mengalami pencabulan). 
6. Bahwa pada saat kejadian, korban Hardian berumur 13 
(tiga belas) tahun, Kurniawan berumur 13 (tiga belas) 
tahun, Didit berumur 14 (empat belas) tahun, Muh. Rafli 
berumur 13 (tiga belas) tahun, Aad berumur 14 (empat 
belas) tahun dan Muh. Ikbal berumur 17 (tujuh belas) 
tahun atau setidak-tidaknya korban belum berumur 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah.  
 
2. Dakwaan Penuntut Umum  
Dalam perkara putusan pidana nomor 
156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare dengan terdakwa Aris Chandra 
didakwa oleh Penunutut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu  
Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, 
yang unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Setiap orang ; 
b. Dengan sengaja ; 
c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak ; 
d. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul ; 
e. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
perkara ini yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 
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a. Menyatakan Terdakwa Aris Chandra bersalah melakukan 
tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk 
melakukan perbuatan cabul” yang diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 
65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS CHANDRA 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 
sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 
Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan; 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
d. Uang tunai dengan jumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh 
ribu rupiah), masing-masing dengan perincian sebagai 
berikut : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus 
ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua 
puluh ribu rupiah) dan 1 9satu) lembar pecahan  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara; 
e. 1 (satu) buah buku tamu milik Hotel Nirwana di kembalikan 
ke Hotel Nirwana Cq. Saksi Aksar Madi; 
f. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- 
(lima ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan  
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara 
putusan pidana nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare sebagai 
berikut : 
a. Menyatakan Terdakwa Aris Chandra terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan 
cabul yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana 
dalam dakwaan tersebut; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 
sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 
dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar, 
maka harus diganti dengan pidana kurungan selama  
1 (satu) bulan; 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
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d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 
e. Menetapkan barang bukti berupa: 
f. Uang tunai dengan jumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh 
ribu rupiah), masing-masing dengan perincian sebagai 
berikut : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus 
ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua 
puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara; 
g. 1 (satu) buah buku tamu milik Hotel Nirwana di kembalikan 
ke Hotel Nirwana Cq. Saksi Aksar; 
h. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
5. Komentar Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai 
perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum anggota 
kepolisian. Dimana yang menjadi terdakwa adalah Aris 
Chandra telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap 
Anak laki-laki yang belum berumur 18 tahun sebanyak 6 orang 
anak yaitu Hardian berumur 13 (tiga belas) tahun, Kurniawan 
berumur 13 (tiga belas) tahun, Didit berumur 14 (empat belas) 
tahun, Muh. Rafli berumur 13 (tiga belas) tahun, Aad berumur 
14 (empat belas) tahun dan Muhammad Ikbal berumur 17 (tujuh 
belas) tahun dan belum pernah menikah. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka 
penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim 
yang menangani perkara ini, yaitu Aryani Ambarwulan, S.H 
(wawancara pada tanggal 18 Juni 2015). beliau menyatakan 
bahwa : 
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“Alasan penuntut umum memberikan Pasal 82 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dikarenakan dalam Pasal 82 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak tidak lain untuk melindungi anak sebagai korban 
pencabulan dalam pasal inipun merupakan penerapan 
dari Asas lex specialis derogate legi generale (hukum 
khusus didahulukan keberlakukannya daripada hukum 
umum). Sedangkan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP 
merupakan bentuk gabungan beberapa perbuatan yang 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dimana 
dapat dilihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul 
sebanyak 3 (tiga) kali dengan korban yang berbeda”. 
 
Dari hasil wawancara penulis, fakta-fakta yang telah 
terungkap di persidangan sesuai dengan posisi kasus, alat 
bukti yang sah seperti hasil Visum et Repertum sebagaimana 
diuraikan diatas dan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan 
bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa penuntut 
umum telah terpenuhi. 
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang 
Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian dalam Putusan 
Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare 
 
1. Pertimbangan Hakim 
Pengambilan putusan sangat di perlukan oleh hakim 
dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya hakim 
dapat melihat dengan cermat akan kesesuaian fakta-fakta yang 
ada dengan bukti-bukti yang di hadirkan dalam persidangan 
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sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan tidak menyimpang 
dari yang seharusnya. 
Pertimbangan Majelis dengan ini memeriksa dan 
mengadili kasus ini di dasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
muka persidangan sebagai berikut : 
a. Keterangan saksi-saksi yaitu Kurniawan Saputra, Muh. 
Rafli Suratman, Didit Pramana Sulhiddin, Linda Tasi, 
Aad Sunarya, Putri Indah Wijaya, Basri Samaturu, 
Hardian Kadir, Muh. Ikbal, Aksar Madi dan Sahrul Sahel. 
b. Alat bukti berupa hasil Visum Et Repertum dari rumah 
Sakit Bhayangkara Makassar atas nama Hardian Kadir  
No. Ver/001-L/V/2014, Kurniawan No. Ver/002-L/V/2014, 
Didit Pratama Sulhidin No. Ver/003-L/V/2014, Muh. Rafli 
Suratman No. Ver/004-L/V/2014, Aad Sunarya No. 
Ver/005-L/V/2014. 
c. Keterangan terdakwa yaitu Aris Chandra. 
d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi 
serta alat bukti dan keterangan terdakwa yang berkaitan 
satu sama lain yang menyangkut perbuatan terdakwa. 
 
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut 
maka dilakuakan pembuktian mengenai unsur-unsur dari yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur 
yang telah dipenuhi pada perkara ini adalah Pasal 82 Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 
Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Setiap orang ; 
2. Dengan sengaja ; 
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak ; 
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul ; 
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5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan. 
 
Hasil analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas 
adalah sebagai berikut : 
1. Unsur Setiap Orang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap 
orang” adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana 
yang dapat di hukum atau subyek pelaku dari suatu tindak 
pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Aris 
Chandra telah mengakui bahwa benar identitas 
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar 
sebagai identitas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.  
2. Unsur Dengan Sengaja 
Menimbang, bahwa unsur sengaja dai dalam 
penjelasan Memory Van Toelichting (MVT) adalah 
“menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan 
“menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang orang 
yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, 
haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat dan harus 
mengetahui (wettens) apa yang ia buat, beserta akibatnya. 
Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia 
memang benar-benar berkehendak untuk melakukan 
perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud 
dari perbuatannya sendiri. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas 
tindakan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja 
tercermin dan dapat disimpulkan dari kemungkinan yang 
paling logis dari keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa sendiri yaitu dari perbuatan terdakwa dengan 
sengaja mengajak Saksi KURNIAWAN, Saksi DIDIT, Saksi 
MUH. RAFLI dan Saksi YUSRIL ke Hotel Nirwana untuk 
melakukan pencabulan dengan Saksi KURNIAWAN, Saksi 
DIDIT, Saksi AAD, Saksi MUH. RAFLI dan Saksi YUSRIL 
dan terdakwa dengan sengaja mendatangi Taman 
Mattirotasi untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi 
HARDIAN. 
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Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas 
terdakwa mengetahui dan sadar akan perbuatannya 
mencabuli Saksi KURNIAWAN, Saksi DIDIT, Saksi AAD, 
Saksi MUH. RAFLI dan Saksi YUSRIL, Saksi IKBAL dan 
Saksi HARDIAN karena terdakwa memang benar-benar 
berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan 
mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri. 
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak. 
Menimbang, bahwa dimaksud dengan pengertian 
“kekerasan” adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu 
sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang 
dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang 
dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil 
dengan cara yang tidak sah. Dan yang disamakan dengan 
“melakukan kekerasan” adalah “membuat orang menjadi 
pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan yang dimaksud 
dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan 
atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 
mengadakan perlawanan sedikitpun sedangkan “ancaman 
kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa 
hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada 
orang yang diancam. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 
“melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdik” adalah : 
suatu tipu daya demikian liciknya, sehingga seorang yang 
berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah 
cukup, asal cukup liciknya. 
Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan 
serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan 
bohong” adalah : suatu kata bohong tidak cukup, di sini 
harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun 
demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat 
ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga 
keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-
akan benar. 
Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : 
melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, 
sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang 
apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia 
tidak tidak akan berbuat demikian itu. 
Bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 
butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 
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18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum 
diatas, maka Hakim menyimpulkan terdakwa telah 
menghisap dan mengocok kemaluan Saksi MUH. IKBAL, 
terdakwa telah memegang dan mengocok kemaluan Saksi 
KURNIAWAN, terdakwa telah memegang kemaluan Saksi 
MUH. RAFLI, terdakwa telah memegang dan menghisap 
kemaluan Saksi DIDIT, terdakwa telah memegang, 
mengocok dan menghisap kemaluan Saksi AAD, terdakwa 
telah memegang, mengocok dan menghisap kemaluan 
Saksi HARDIAN dan terdakwa telah memegang dan 
mengocok kemaluan Saksi YUSRIL dilakukan dengan cara 
membujuk yaitu terdakwa mengatakan akan memberikan 
uang apabila Saksi KURNIAWAN, Saksi AAD, Saksi MUH. 
RAFLI, Saksi DIDIT, Saksi HARDIAN KADIR, dan Saksi 
YUSRIL mau dicabuli, dan terdakwa akan membelikan 
rokok apabila Saksi MUH.IKBAL mau dicabuli, karena 
bujukan dari terdakwa tersebut akhirnya  Saksi 
KURNIAWAN, Saksi AAD, Saksi MUH. RAFLI, Saksi DIDIT, 
Saksi HARDIAN, Saksi YUSRIL, dan Saksi MUH. IKBAL 
mau dicabuli terdakwa dan pada saat terdakwa melakukan 
perbuatan tersebut Saksi KURNIAWAN, Saksi AAD, Saksi 
MUH. RAFLI, Saksi DIDIT, Saksi HARDIAN, Saksi YUSRIL, 
dan Saksi MUH. IKBAL belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 
4. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum 
dipersidangan, bujukan yang dilakukan terdakwa kepada 
Saksi KURNIAWAN, Saksi AAD, Saksi MUH. RAFLI, Saksi 
DIDIT, Saksi HARDIAN, Saksi YUSRIL, dan Saksi MUH. 
IKBAL bertujuan agar terdakwa dapat memegang, 
mengocok dan menghisap kemaluan Saksi KURNIAWAN, 
Saksi AAD, Saksi MUH. RAFLI, Saksi DIDIT, Saksi 
HARDIAN, Saksi YUSRIL, dan Saksi MUH. IKBAL, 
perbuatan terdakwa yang memegang, mengocok dan 
menghisap kemaluan dapat diartikan sebagai perbuatan 
cabul. 
5. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan. 
Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan 
pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 
Wita bertempat di Hotel Nirwana yang beralamat di Jl. Bau 
Massepe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, di kamar 
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nomor 110, terdakwa telah mencabuli Saksi MUH. IKBAL 
dan Saksi YUSRIL, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 
Mei 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di Hotel Nirwana, di 
kamar nomor 211, terdakwa telah mencabuli Saksi 
KURNIAWAN, Saksi AAD, Saksi DIDIT, Saksi MUH. RAFLI 
dan Saksi YUSRIL selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 
Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita di Taman Mattirotasi 
Kota Parepare terdakwa telah mencabuli Saksi HARDIAN. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
diatas terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 
3 (tiga) kali dengan korban yang berbeda-beda. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 
pasal yang didakwakan yaitu Pasal 82 Undang-undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 
65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis 
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan 
penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang 
cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada 
dalam tahanan. 
Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah 
dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat 
ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara 
dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut 
hukum apabila selain pidana penjara, terhadap juga harus 
dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan 
ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila 
pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti 
dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan 
dalam amar putusan ini. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih 
dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
Terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan : 
1. Terdakwa sebagai anggota POLRI seharusnya 
memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, 
akan tetapi terdakwa justru melakukan tindak 
pidana; 
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2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 
Keadaan yang meringankan : 
1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; 
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya lagi. 
 
2. Komentar Penulis 
Bahwa berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili 
perkara dengan nomor putusan 
156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare, telah dilakukan secara cermat 
sesuai dengan perundang-undangan. Pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas dua 
pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan 
pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang 
bersifat yuridis berupa dakwaan Jaksa penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, 
pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. 
Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar 
belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari 
terdakwa, keadaan ekonomi dan agama terdakwa.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu 
Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menangani kasus 
tersebut yaitu Aryani Ambarwulan, S.H (wawancara pada 
tanggal 18 Juni 2015) beliau mengatakan bahwa : 
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“Salah satu pertimbangan hukum oleh hakim atas amar 
putusan terdakwa Aris Chandra adalah dalam 
menjatuhkan putusan kita harus berpegang teguh pada 
keadilan dan hati nurani. Adapun pertimbangan mengenai 
keadaan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa 
sebagai anggota kepolisian yang seharusnya memberikan 
contoh kepada masyarakat akan tetapi terdakwa justru 
melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan 
terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan 
yang meringankan terdakwa antar lain terdakwa bersikap 
sopan dalam persidangan dan terdakwa mengakui terus 
terang atas perbuatannya, menyesali perbuatannya serta 
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.  Para 
orang tua korban juga tidak mempermasalahkan karena 
merasa bersalah atas kejadian ini karena kurang 
memperdulikan anaknya yang sampai menginap di hotel 
kemudian orang tua korban sudah melemparkan kasus ini 
ke Pengadilan Negeri Parepare dan menerima apapun 
putusan yang terbaik menurut Majelis termasuk putusan 
yang diberikan kepada terdakwa”.  
 
Dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa 
penuntut umum telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis 
Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut 
diatas maka menjatuhkan saksi pidana kepada terdakwa Aris 
Chandra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 
denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 
subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan.  
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Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas 
menurut penulis keadaan yang memberatkan terdakwa adalah 
sebagai anggota kepolisian, dapat diketahui bersama bahwa 
seorang anggota kepolisian merupakan contoh bagi 
masyarakat yang dapat mengayomi masyarakat serta selalu 
berada di belakang masyarakat ketika terjadi peristiwa pidana. 
jadi ketika seorang anggota kepolisian melakukan tindak pidana 
seharusnya diberikan sanksi yang seberat-beratnya agar 
perbuatan yang dilakukannya mendapat efek jera dan tidak 
terulang kembali. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oknum Anggota 
Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 
156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare)”, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku 
tindak pidana pencabulan anak dalam perkara pidana 
dengan putusan Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare, 
maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 82 Undamg-
umdamh Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dikarenakan Pasal 82 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
lebih mengutamakan asas lex specialis deroge legi generale 
(hukum khusus didahulukan keberlakuannya daripada 
hukum umum) sedangkan, dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP 
mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. 
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2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana dengan 
putusan Nomor 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare sesuai 
fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan ditemukan 
berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan 
terdakwa dan petunjuk. Selain alat bukti adapun keadaan 
memberatkan terdakwa yaitu terdakwa sebagai anggota 
Polri dan perbutan terdakwa meresahkan masyarakat. 
Adapun keadaan meringankan terdakwa yaitu terdakwa 
bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa mengakui dan 
menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi 
perbuatannya lagi. 
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Kepada para hakim dan penuntun umum seharus lebih 
mengetahui tentang keberlakukan pasal yang telah direvisi 
karena mengenai Undang-undang tentang Perlindungan 
Anak telah direvisi tahun 2014 seharusnya pada kasus yang 
penulis bahas Hakim menjatuhkan Undang-undang Nomor 
35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan 
dalam kasus tersebut terjadi pada tahun 2014.  
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2. Diharapkan para penegak hukum seperti jaksa, hakim 
khususnya anggota kepolisian agar menjadi penegak 
hukum yang mampu melindungi masyarakat dan menjadi 
contoh yang baik. 
3. Orang tua harus memberikan lebih banyak perhatian 
begitupun dengan pengawasan kepada anak-anaknya agar 
si anak tidak lagi terjerumus dalam maraknya kejahatan 
kesusilaan termasuk pencabulan apa lagi sebagai korban. 
4. Pendekatan yang terpenting adalah pendekatan dari segi 
agama dimana salah satu fungsinya untuk menangkal hal-
hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang 
dapat membahayakan dirinya dan menghambat 
perkembangannya menuju manusia seutuhnya. 
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